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BADAN KEAHLIAN DPR RI
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

RESUME

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 78/PUU-XV/2017
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK

31 MEI 2018

A. PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, pukul 13.16 WIB, Mahkamah
Konstitusi telah memutuskan Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
(selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) dalam Perkara Nomor 78/PUU-
XV/2017. Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang — Undang Badan Keahlian DPR RI.

B. PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian materiil UU Pengadilan Pajak dalam Perkara
Nomor 78/PUU-XV/2018 diajukan oleh PT Autoliv Indonesia, yang diwakili oleh
Junior M. S. Tampubolon, selaku Direktur Utama PT Autoliv Indonesia, dalam
hal ini mengkuasakan kepada Muhammad Adiguna Bimasakti dkk para
Advokat dan Paralegal pada Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum
Umat Muslim Indonesia (LKBH UMMI).

C. PASAL ATAU AYAT UU PENGADILAN PAJAK YANG DIMOHONKAN
PENGUJIAN

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas:

e Pasal 1 angka 12, yang berkentuan:

Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile,
atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat,
keputusan, atau putusan diterima secara langsung.




e Pasal 35 ayat (2), yang berkentuan: \\

Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima
Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan.

D. BATU UJI

Bahwa Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak dianggap
oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
karena telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan
konstitusional Pemaohon.

E. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf
[3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan
mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon
dalam permohonan a quo yang mendalilkan sebagai berikut:

Pemohon adalah badan hukum yang bergerak di bidang Manufaktur Seat
Belt Mobil;

a. Adanya kerancuan mengenai perhitungan jangka waktu sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan
Pajak menyebabkan Pemohon mengalami kerugian karena
permohonan banding pajak Pemohon telah diputus dengan amar
“Tidak Dapat Diterima”. Akibatnya peluang Pemohon memperoleh
selisih perhitungan PPh badan lebih bayar yakni sebanyak
Rp1.258.978.250 (satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta
sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh)
menjadi hilang;

b. Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak tidak
memberikan keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur
dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

2. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.5] dikaitkan
dengan paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, menurut Mahkamah
berdasarkan bukti P-2, Pemohon merupakan perseroan yang telah tercatat
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-
3536139.AH.01.11. TAHUN 2015 tanggal 30 Juli 2015. Pencatatan tersebut
didasarkan pada Akta Notaris Nomor 36, tanggal 28 Juli 2015 yang dibuat |
oleh Notaris Siti Safarijah, S.H. mengenai perubahan Direksi dan Komisaris /




N\
PT Autoliv Indonesia, yang memutuskan, antara lain, mengangkat Junius \\
Tulus Manota Tampubolon sebagai Direktur PT Autoliv Indonesia. \
Selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus Pemohon bertanggal 8 |
September 2017, menyebutkan bahwa Junius T.M. Tampubolon menjabat
sebagai Direktur Utama PT Autoliv Indonesia yang berhak bertindak untuk
dan atas nama PT Autoliv Indonesia. Terhadap kedua hal tersebut, terdapat
ketidaksesuaian antara jabatan Junius Tulus Manota Tampubolon yang
tertera dalam surat kuasa dengan yang tertera dalam akta notaris
sebagaimana bukti P-2 tersebut di atas. Hal ini menjadi penting dikarenakan
menyangkut siapa yang berhak mewakili perseroan baik di dalam maupun
di luar pengadilan.

. Bahwa Mahkamah, dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan
bertanggal 16 Oktober 2017, telah mengingatkan kepada Pemohon untuk
melampirkan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PT
Autoliv Indonesia, namun hingga rangkaian persidangan perkara a quo
berakhir Pemohon tidak juga melampirkan AD/ART perseroan dimaksud
sehingga Mahkamah tidak dapat memastikan siapa sebenarnya yang
berwenang untuk mewakili PT Autoliv Indonesia baik di dalam maupun di
luar pengadilan, apakah direktur ataukah presiden direktur (direktur utama)
karena berdasarkan akta notaris [vide bukti P-2], jajaran direksi dibedakan
menjadi presiden direktur dan direktur. Dalam hal ini, Pemohon, sesuai
dengan akta notaris tersebut adalah berkedudukan sebagai direktur, bukan
presiden direktur atau direktur utama, sehingga Mahkamah tidak
memperoleh keyakinan berdasarkan bukti yang cukup perihal siapa
sesungguhnya yang secara hukum berhak bertindak untuk dan atas nama
PT Autoliv Indonesia, khususnya di dalam dan di luar pengadilan.

. Bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas menyatakan, “Direksi adalah Organ Perseroan yang
berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan
untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai
dengan ketentuan anggaran dasar”. Berdasarkan ketentuan tersebut, jamak
dipahami bahwa dalam praktik, jajaran direksi dibedakan menjadi direktur
utama (presiden direktur) dan direktur atau beberapa direktur. Biasanya, di
dalam AD/ART akan ditentukan tugas dan kewenangan masing-masing dari
jajaran direksi tersebut, termasuk siapa yang berwenang mewakili
perseroan dalam masalah-masalah hukum, baik di dalam maupun di luar
pengadilan. lhwal siapa yang sesungguhnya memiliki kewenangan dalam
masalah-masalah hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan itulah H
yang tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon. Dengan demikian, Pemohon /4
tidak dapat membuktikan bahwa Junius Tulus Manota Tampubolon memiliki ».3}




kewenangan untuk mewakili PT Autoliv Indonesia untuk mengajukan
permohonan a quo.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah
benar merupakan perseroan namun Pemohon tidak dapat membuktikan
bahwa Junius Tulus Manota Tampubolon memiliki kewenangan untuk
mewakili PT Autoliv Indonesia untuk mengajukan permohonan a quo.
Dengan demikian menurut Mahkamah Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

5. [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo, namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka
Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan.

F. AMAR PUTUSAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, MK
dalam Amar Putusannya menyatakan “permohonan Pemohon tidak dapat
diterima.”

. PENUTUP

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat serta
langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam
sidang pleno terbuka mahkamah konstitusi dan bersifat erga omnes (berlaku
bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self-
executing). Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 78/PUU-XV/2017
yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima terhadap
Pengujian Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak
mengandung arti bahwa Pasal-Pasal a quo tidak bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
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